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Asti Mutiara, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. 
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 
2015-2019). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Laporan APBD 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2019. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik 
Sampling Jenuh (Saturation Sampling) yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. 
Data yang digunakan berupa data sekunder laporan anggaran APBD 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda dengan program SPSS 23. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh 
terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Pendapatan asli daerah 
berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000 , dana alokasi 
umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000 , dana 
alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 
0,46 dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai 
signifikan 0,000. 
 
 Kata kunci: Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 













Asti Mutiara, 2020, The Effect of Regional Revenue, General Allocation 
Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds on Capital 
Expenditures. (Study on Regency / City Regional Government in Central 
Java 2015-2019). 
This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, 
special allocation funds, and revenue sharing funds on capital expenditure in the 
District / City Governments in Central Java in 2015 - 2019. The population used 
in this study is to use the Regional Government APBD Report Regencies / Cities 
in Central Java in 2015-2019. The sample used in this study is to use the 
Saturation Sampling Technique which consists of 29 Regencies and 6 Cities. The 
data used in the form of secondary data on district / city APBD budget reports in 
Central Java. This research uses multiple linear regression analysis method with 
SPSS 23 program. 
The results showed that the original regional income, general allocation funds, 
special allocation funds, and revenue sharing funds simultaneously affected 
capital expenditure with a significant value of 0,000. Regional original income 
has an effect on capital expenditure with a significant value of 0,000, general 
allocation funds have an effect on capital expenditure with a significant value of 
0,000, special allocation funds have no effect on capital expenditure with a 
significant value of 0.46 and revenue sharing funds have an effect on capital 
expenditure with a significant value of 0,000 . 
 
 Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan mengenai tentang sistem tata kelola pemerintahan 
di Negara Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan telah 
mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pemerintah Indonesia telah 
berhasil melewati berbagai serangkaian yang terjadi pada proses reformasi 
sektor publik, khususnya yaitu mengenai tentang keuangan daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah 
satu tanda dimulainya tonggak sejarah reformasi di Indonesia yakni pada 
awal tahun 2001 (Kusnandar & Siswantoro, 2012). 
 Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah secara resmi 
diberlakukan pada tahun 2001 menjelaskan konsentrasi daerah otonom 
berada di kota atau kabupaten dan bukan di provinsi. Tujuan dari otonomi 
daerah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah lebih mengarah 
pada pedoman demokrasi, fungsi masyarakat, kebebasan berwewenang 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 







Berdasarkan Undang-Undang di Negara Indonesia ini tentang 
Pemerintahan Daerah itu di susun oleh Otonomi Daerah yang terdapat di  
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Pembaruan yaitu dikeluarkannya 
UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, yang diartikan 
oleh UU Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan Otonomi Daerah yaitu 
mengatur serta mengurus sendiri dalam hak, wewenang dan kewajiban 
daerah untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat sekitar yang 
sudah jelas ada di dalam Undang-Undang (Uhise, 2013). Banyak manfaat 
didalam Undang-Undang ini seperti ikut serta memberikan kesempatan 
peluang di daerah untuk mengeluarkan ide-ide terbaru tentang potensi 
lokal yang dimiliki pemerintah serta masyarakat setempat dalam 
meningkatkan kualitas keuangan di tingkat kemandirian daerah (Darwis, 
2015). 
Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah bahwa 
pemerintah daerah dalam menerapkan asas kemandirian daerah dengan 
cara mengoptimalkan segala penerimaan yang terjadi di sektor Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) (Hidayah, 2014). PAD merupakan yang menampung 
segala jenis yang berupa pendapatan dari pemerintah daerah yang asal 
mulanya didapat oleh daerah itu sendiri yang pada dasarnya tergantung 
dari kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing (Susanti 
& Fahlevi, 2016). PAD sering di sebut sebagai sumber utama penghasilan 
dalam hal menangani berbagai pembiyaan yang dibutuhkan oleh daerah. 





ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan melihat besarnya kontribusi 
yang didapat dari pendapatan asli daerah atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) (Asteria, 2015). 
Sulistyowati, (2011) menjelaskan PAD yang terbesar yaitu 
bersumber dari pemungutan pajak daerah karena pendapatan pajak daerah 
memiliki potensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah. 
Pengambilan pajak daerah di setiap daerah ditentukan dari kebijakan 
masing-masing daerah, semakin daerah itu dalam keadaan ekonominya 
yang bagus maka semakin besar juga pajak yang dikenakan, begitu juga 
sebaliknya (Kertapraja, 2012). Pemerintah pusat juga memberikan dana 
bantuan yang sering di sebut dana perimbangan kepada pemerintah daerah 
agar meringankan beban yang di alami oleh PAD, yang didalam dana 
perimbangan terdapat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Fitri, Vella, Rasuli & Silfi, 2014).  
Permasalahan yang terjadi didalam pemerintah daerah 
sesungguhnya tentang organisasi didalam sektor publik yang mengacu 
pada pengalokasian anggaran yang didapat dari daerah (Adyatma & 
Oktaviani, 2015). Pengalokasian anggaran bisa dikatakan sebagai 
rancangan dari beberapa program dan belanja daerah yang sebelumnya 
sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang mengacu pada besarnya 
anggaran yang diminta, dengan anggaran yang terbatas dan sumber daya 
yang kurang pemerintah daerah agar dapat bisa memilih program yang 





dana perimbangan agar bisa di atur secara baik oleh pemerintah daerah 
untuk menghasilkan sebuah target dari masing-masing daerah (Novianto & 
Hanafiah, 2015). 
Belanja modal sering di sebut sebagai kebutuhan wajib untuk 
kepentingan pemerintah daerah dan dialokasikan untuk memperoleh  
sebuah asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan 
daerah. Dengan berjalannya waktu pembangunan diharapkan mampu 
meningkatkan kemandirian daerah sehingga terpenuhinya anggaran untuk  
semua kegiatan dalam hal keuangan daerah. Pemerintah daerah dalam 
belanja modal diharuskan pengalokasiannya itu dapat mencapai sebesar 30 
persen dari total semua belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
(Novianto & Hanafiah, 2015). Belanja modal sendiri yaitu dapat diartikan 
sebagai pengeluaran yang perlu dilakukan untuk memulai rancangan 
sebuah rencana awal menuju target yang sudah direncanakan sebelumnya 
oleh pemerintah daerah, pengeluaran itu sendiri bisa mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi serta menambah aset tetap seperti halnya peralatan, 
infrastruktur dan harta sah lainnya yang banyak memiliki manfaat untuk 
pemerintah daerah (Purnama, 2014). 
Rendahnya alokasi belanja modal di pemerintahan Daerah, yang 
lebih tinggi yaitu belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Dan Persentase belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah, tidak ada satupun kabupaten/kota yang mencapai target yang telah 





ditetapkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yakni 30% yang di 
peroleh dari alokasi belanja daerah (Sartika, Kirmizi, dan Indrawati, 
2017). 
Fenomena yang sedang berlangsung saat ini di Indonesia berkaitan 
dengan permasalahan alokasi mengenai ketimpangan persentase belanja 
yang dianggarkan pada APBD bukanlah menjadi suatu hal yang baru lagi, 
akan tetapi sudah menjadi hal yang umum di masyarakat (Adyatma & 
Oktaviani, 2015). Seputar hal yang terjadi sudah terpampang nyata bukti 
asli dalam menangani pengelolaan APBD belum efisien. Pemerintah 
daerah dituntut agar lebih memperhatikan semua potensi pendapatan yang 
dimiliki daerah dengan selalu berusaha mencukupi jumlah dana belanja 
modal yang lebih besar, karena disini juga digunakan untuk kepentingan 
pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki sifat penting 
dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang lainnya, upaya ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah (Prastiwi, Ayu, Nurlaela & 
dan Chomsatu, 2016). 
Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh dari 
hasil pemungutan pajak daerah yang bersumber dari daerah sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki (Nasir, 2019). Tujuan utama dari PAD yaitu 
memberikan suatu kebebasan kepada setiap daerah untuk memaksimalkan 
pendanaan daerahnya sendiri dalam perwujudan otonomi daerah untuk 
asas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam urusan belanja modal harus 





digunakan untuk kebutuhan daerah. Jika PAD yang diterima semakin 
besar maka belanja modal yang diperlukan juga semakin meningkat begitu 
sebaliknya. Sehingga pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali 
PAD yang sebesar-besarnya dalam rangka memajukan pelayanan publik 
dan kesenjangan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti 
& Fahlevi, (2016) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 
terhadap Belanja Modal.  
Sumber pendapatan bagi pemerintah selain PAD yaitu dengan dana 
yang berasal dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat 
mengeluarkan DAU untuk pemerintah daerah yang akan digunakan 
sebagai perwujudan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
(Abdullah & Rona, 2014). Artinya bahwa, dana yang telah diberikan oleh 
dana alokasi umum tersebut diharapkan agar senantiasa memberikan 
pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi 
ketidakseimbangan perekonomian. Dengan adanya DAU, sangat 
membantu pemerintah untuk sumber pendapatan tambahan dana tranfer 
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tertentu. Penelitian yang 
dilakukan oleh Adyatma & Oktaviani, (2015) membuktikan bahwa Dana 
Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.  
Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang 
diberikan oleh Pemerintah pusat kepada daerah. yang diharapkan mampu 
membantu dalam rangka kegiatan-kegiatan khusus yang telah di 





2017). Dana alokasi khusus lebih mengarah pada tindakan investasi 
pembangunan gedung, pengadaan kegiatan khusus, peningkatan, 
perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan usia  
ekonomis panjang (Hidayah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh 
Meianto dkk, (2013) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal.  
Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan kepada 
daerah dengan melihat potensi daerah tersebut. DBH masuk dalam sebuah 
pajak dan sumber daya alam pajak sendiri yang terdiri dari pajak bumi dan 
bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 
serta pajak penghasilan  (PPh). Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, 
Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) bahwa Dana Bagi Hasil tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal.  
Berdasarkan latar belakang dan fenomena, maka dalam penelitian 
ini mencoba mengangkat judul dengan mereplikasi dari penelitian 
Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, (2013) dan Prastiwi, Ayu, 
Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) Perbedaan penelitian yang akan peneliti 
lakukan yaitu terletak pada variabel yang ditambahkan serta pada obyek 
dan tahun penelitian. Namun demikian dalam penelitian ini lebih 
memfokuskan pada kabupaten/kota diwilayah Jawa Tengah, dengan 
mengangkat judul tentang “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 





DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (Studi 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-
2019)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 
diteliti diantaranya : 
1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja 
modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah? 
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja 
modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah? 
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja 
modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah? 
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal 
pada pemerintah daerah di Jawa tengah? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap 





b. Untuk mengetahui pengaruh positif dana alokasi umum terhadap 
belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah. 
c. Untuk mengetahui pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap 
belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah. 
d. Untuk mengetahui pengaruh positif dana bagi hasil terhadap belanja 
modal pada pemerintah daerah di Jawa tengah. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan Penelitian, penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi 
masyarakat luas maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang 
diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Bagi Akademisi 
Dari hasil dari penelitian yang saya buat ini diharapkan bisa menjadi 
bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan bisa menjadi bahan 
kajian belajar bagi dosen maupun mahasiswa dalam menjalankan 
perkuliahan. 
b. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti bisa menambah ilmu 
pengetahuan dan informasi terbaru dari pemerintahan, serta 






2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Fakultas Ekonomi UPS Tegal 
Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa Akuntansi serta sebagai sumber 
bacaan bagi mahasiswa UPS Tegal lainnya dan meningkatkan nilai 
potensi mahasiswa khususnya untuk fakultas ekonomi sendiri. 
b. Bagi Peneliti 
Meningkatkan daya pikir peneliti untuk berpikir kedepan dan peneliti 
dapat merangkum semua proses belajar selama diperguruan tinggi 









A. Landasan Teori 
1. Stewardship Theory  
Grand theory pada penelitian ini menggunakan Stewardship 
Theory. Teori Stewardship menggambarkan sebuah situasi dimana 
pengelolaan didalam pemerintah lebih mementingkan tujuan 
kepentingan organisasi dan tidaklah termotivasi oleh tujuan individu. 
Teori tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara 
kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi 
menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan 
manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan 
memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok 
organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1991). 
Teori Stewardship yang memberikan pandangan bahwa di 
dalam sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan pemilik. 
Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan 
untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Akuntansi sebagai alat utama informasi keuangan (driver) 
seiring berkembangnya transaksi kearah yang semakin kompleks dan 





perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks 
dengan bertambahnya syarat akan akuntabilitas pada organisasi sektor 
publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-
fungsi pengelolaan (Pelealu, 2013). 
Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini yaitu 
menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga 
yang dapat dipercaya, dapat menerima aspirasi masyarakat, 
memaksimalkan pelayanan yang baik kepada publik serta 
mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan kepadanya, 
sehingga target ekonomi dapat terwujud serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara maksimal.   
 
2. Otonomi Daerah 
Menurut UU Nomor 32 otonomi daerah merupakan yang 
mencakup hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-
undangan. UU ini juga menjelaskan bahwa daerah otonom adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 





dalam menjalankan sebuah program kebijakan-kebijakan dalam urusan 
pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat 
(Nadir, 2013). 
Asteria, (2015) menyatakan ada dua sisi kepentingan dari 
tujuan otonomi daerah yaitu kepentingan celah pemerintah pusat dan 
kepentingan pemeritah daerah. Kepentingan pemerintah pusat 
memiliki tujuan utama yaitu tentang pelatihan kepemimpinan serta 
menciptakan pendidikan politik dalam hal mewujudkan demokrasi 
pemerintah pada suatu daerah. sedangkan jika dilihat dari sisi 
pemerintah daerah, terdapat 3 tujuan yakni : 
a. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk aktif berpartisipasi 
dalam kegiatan politik. 
b. Mewujudkan kompetensi daerah sebagai upaya 
pertanggungjawaban dalam rangka memperhatikan hak-hak untuk 
masyarakat sekitar.  
c. Merealisasikan antisipasi suatu permasalahan yang muncul serta 
memajukan kualitas pelayanan pembangunan ekonomi daerah. 
 
3. Anggaran Daerah 
Mardiasmo, (2016) Anggaran daerah merupakan suatu bentuk 
pedoman bagi pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah yang 
berisi tentang suatu rencana pendapatan, belanja, transfer serta 





Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah alat utama 
yang digunakan dalam kebijakan pemerintah dalam yang telah 
direncanakan dalam bentuk angka-angka pada periode waktu tertentu.  
Didit, (2011) Menjelaskan dalam proses penyusunan anggaran 
mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang akan dijelaskan dibawah 
ini: 
1. Tahap Penetapan Tujuan 
Pada tahap ini dimulai dari mengevaluasi tujuan organisasi umum 
kedalam tujuan yang lebih terperinci khusus. Agar menghasilkan 
penyusunan anggaran yang sangat praktis, interaksi yang ekstensif 
diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Dalam 
suatu perusahaan direktur melihat peranan kunci dakam proses 
manusia dari penyusunan anggaran ini.  
2. Tahap Implementasi 
Pada tahap implementasi, rencana formal mempunyai tugas untuk 
mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta mampu 
memotivasi orang secara positif dalam suatu organisasi. Dalam 
tahap implementasi lebih mengutamakan konsep ilmu keperilakuan 
yang dilihat dari segi komunikasi, kerja sama dan koordinasi antar 
kelompok organisasi.  
3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 
Setelah tahap implementasi, rencana formal tersebut berfungsi 





menjadi tolak ukur dari kinerja yang sesungguhnya. Salah satu 
faktor utama dari tercapainya keberhasilan dari seluruh proses 
perencanaan dan pengendalian penyusunan anggaran dalam 
mengevaluasi kinerja tersebut kebijakan, sikap dan tindakan 
manajemen. 
 Karianga, (2017:51) menjelaskan bahwa ada beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah 
yaitu: 
a. Anggaran harus memiliki tujuan yang sangat detail untuk 
publik. 
b. Anggaran harus dikelola secara baik sehingga dapat memiliki 
manfaat untuk masyarakat. 
c. Anggaran daerah dikelola berdasarkan cara pendekatan 
kinerja. 
d. Anggaran daerah harus dapat memberikan profesionalis 
dalam kerja. 
e. Anggaran daerah harus semaksimal mungkin memberikan 
suatu kebebasan dalam pelaksanaannya dan memaksimalkan 








4. Belanja Modal 
Menurut PP No. 24 Tahun 2005 bahwa belanja modal 
mencakup tentang mengakuisisi tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan, dan aset berwujud. Belanja modal di artikan sebagai suatu 
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
banyak memberikan manfaat lebih pada satu periode akuntansi. 
Mahmudi (2010:47) menjelaskan belanja modal merupakan belanja 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menambah 
asset atau meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada publik 
serta dapat memiliki manfaat lebih dari satu tahun. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 
mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang 
bertujuan untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melampaui batas  
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang diterapkan oleh 
pemerintah untuk digunakan sebagai operasional kegiatan sehari-hari 
suatu satuan kerja bukan untuk dijual.   
Bastian, (2016:50) menjelaskan bahwa belanja modal adalah 
suatu biaya yang dipergunakan dalam rangka pembelian atau 
pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai 
nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintahan. Jadi 
belanja modal dapat menambah aset kekayaan daerah dan mempunyai 





ditanggung pemerintah daerah. Belanja modal dalam lingkup 
pemerintahan digunakan untuk mendapatkan kekayaan aset tetap 
seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya, 
biasa dilakukan dengan cara membeli secara lelang. 
Menurut PP No. 24 Tahun 2005 aset tetap dikatakan sebagai 
aset berwujud yang pada dasarnya mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk dipergunakan oleh pemerintahan dan 
masyarakat setempat dengan baik. Terdapat syarat utama pemerintah 
dalam memberikan pelayanan publik dengan mempergunakan aset 
tetap dari belanja modal itu. Pemerintahan menentukan banyaknya 
biaya dalam APBD dengan melihat kapasitas anggaran dan pelayanan 
publik, yang mampu memberikan keuntungan jangka panjang secara 
finansial untuk menambah aset tetap dalam belanja modal. Aset tetap 
dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 
dalam aktivitas operasi entitas. Menurut  PP No. 24 Tahun 2005 aset 
tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalan, irigasidan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam 
pengerjaan. 
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan  No. 
Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal 
apabila:  
a. Dalam pengeluaran tersebut dapat menambah aset tetap atau aset 





b. Mampu memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan 
peraturan pemerintahan. 
c. Perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual, dipasarkan 
kepada masyarakat dan digunakan oleh entitas lain.  
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK 02/ 2011 
menjelaskan belanja modal dapat dikategorikan menjadi :  
a. Belanja Modal Tanah  
Belanja ini merupakan belanja modal yang dikeluarkan oleh 
pemerintah guna pembelian nama dan sewa tanah, serta bentuk 
pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Belanja modal ini merupakan belanja yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam rangka pembelian dan peningkatan asset dalam 
bentuk peralatan dan mesin. Belanja ini diharapkan dapat memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi sampai peralatan dan 
mesin sudah tak layak pakai. 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja ini dikeluarkan dan dibiayai oleh pemerintah guna 
menambah asset bagi pemerintah yang diharapkan memiliki 
manfaat lebih dari satu tahun akuntansi atau sampai gedung 







d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 
Belanja modal ini dibiayai oleh Pemerintah dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Belanja ini 
dilakukan guna meningkatkan pembangunan pengelolaan jalan 
irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi 
serta jaringan siap dipakai.  
e. Belanja Modal Fisik Lainnya. 
Belanja modal fisik lainnya adalah anggaran belanja yang didapat 
dari pemerintah selain belanja modal yang telah ditetapkan. 
Belanja ini ada karena untuk meningkatkan pembangunan ataupun 
perawatan terhadap fisik lainnya. Macam-macam belanja ini yaitu 
seperti pembelian barang kesenian, barang museum, buku serta 
jurnal ilmiah.  
  
5. Pajak Daerah  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pajak 
daerah merupakan kontribusi yang sifatnya wajib diberikan kepada 
suatu daerah dan bersifat memaksa serta berdasarkan undang-undang 
yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 
Mardiasmo, (2016:14) menerangkan pajak daerah adalah iuran atau 
pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang 
diberikan kepada daerah dengan tanpa imbalan langsung yang diterima 





untuk membangun daerah demi meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Pajak daerah pada dasarnya merupakan suatu pungutan 
wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 
atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku serta tidak memperoleh manfaat yang 
dirasakan secara langsung pada saat kita membayar pajak yang 
tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada 
publik. 
Dalam buku Perpajakan Terbaru Mardiasmo, (2016:15) ada 
beberapa yang termasuk dalam kategori Pajak Provinsi, yaitu : 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d. Pajak Air Permukaan 
e. Pajak Rokok 
Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti bahwa provinsi 
tidak bisa memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang. Kenyataannya, provinsi dapat untuk tidak memungut 
pajak yang telah ditetapkan apabila hasil yang didapat kurang 





seragam untuk seluruh Negara Indonesia sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 tahun 2001.  
Mardiasmo, (2016:15) Menerangkan Pemerintah Daerah dalam 
kewenangannya dapat memungut beberapa jenis pajak, yaitu seperti:  
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya bahwa 
Kabupaten/Kota diberi kebebasan dan peluang dalam menggali segala 





6. Dana Alokasi Umum 
Rachim, (2015:19) Mengatakan Dana Alokasi Umum 
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan 
serta keadilan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya 
bahwa, dana alokasi umum tersebut yang diberikan secara ketentuan 
yang berlaku oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam rangka 
pemerataan daerah sekaligus diharapkan dapat memberikan pelayanan 
yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.  
Dana alokasi umum yang merupakan dana bersumber dari 
pemerintah pusat kepada daerah,  yang bersifat “block grant”, yang 
berarti bahwa setiap daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan 
potensi yang ada di suatu daerah sesuai dengan tujuan yang telah 
utamanya (Ratna Pradita, 2013). Setiap kebijakan yang di berikan 
pemerintah pusat itu kepada dana alokasi umum merupakan sebagai 
penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan erat dengan pajak. 
Kebijakan berkontribusi terhadap dana alokasi umum merupakan salah 
satu usaha untuk menyeimbangkan keluar masuknya dana dari 
pemerintah pusat antar daerah masing-masing, sebab tidak semua 
daerah memiliki kemampuan secara fiskal yang sama. Dana alokasi 
umum diberikan sebagai bagian dari transfer fiskal yang diperoleh dari 





daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan antar daerah (Alfiantoni, 
2018). 
Dasar landasan hukum tentang dana alokasi umum adalah 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 
tersebut, Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai : 
 
     DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
Dimana Celah fiskal itu sendiri merupakan kebutuhan daerah yang 
dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah yang 
dimaksud dihitung berdasarkan variabel-variabel yang sebelumnya 
ditetapkan undang-undang. Perhitungan kapasitas fiskal didasarkan 
atas penerimaan asli daerah dan dana bagi hasil yang diterima daerah. 
Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil 
yang berada di daerah masing-masing. 
 
7. Dana Alokasi Khusus 
Rachim, (2015:19) Menyatakan Dana Alokasi Khusus 
dijelaskan sebagai dana yang berasal dari pendapatan APBN yang 
kemudian diperuntukan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu 
berjalannya kegiatan khusus yang dalam hal ini merupakan urusan 





Menteri Keuangan mengungkapkan tentang dana alokasi 
khusus yang pada masa sekarang sangat berpengaruh terhadap 
berjalannya pembangunan di daerah, dana alokasi khusus itu termasuk 
dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah demi 
tercapainya  tujuan tertentu yang diperoleh dari pendapatan APBN.     
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
menjelaskan bahwa dalam dana alokasi khusus mempunyai kriteria 
penghitungan alokasi untuk masing-masing daerah untuk dana alokasi 
khusus untuk masing-masing daerah berikut penjelasannya: 
a. Kriteria umum, dilakukan dengan berdasarkan potensi disetiap 
daerah yang terlihat dalam penerimaan pendapatan APBD setelah 
dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan 
keuangan daerah dihitung berdasarkan indeks fiskal netto. Daerah 
yang telah memenuhi kriteria umum yang dimaksud adalah daerah 
dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. 
b. Kriteria khusus, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus serta 
karakteristik daerah. Menteri keuangan menjelaskan bahwa kriteria 
khusus memiliki rumus untuk mengatur keseimbangan naik 
turunnya pendapatan diwilayah setempat dengan melihat masukan 
dari Menteri Negara Perencanaaan Pembangunan Nasional serta 





c. Kriteria teknis, dilakukan berdasarkan sebuah petunjuk dari 
kegiatan yang sudah dibuat dalam kegiatan khusus yang akan 
didanai dengan dana alokasi khusus. Kriteria teknis dirumuskan 
berdasarkan indeks teknis oleh Menteri terkait. Menteri tersebut 
kemudian menyampaikan kriteria teknis yang dimaksud kepada 
Menteri Keuangan. 
 
8. Dana Bagi Hasil 
Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang dana 
perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil 
(DBH) merupakan bantuan anggaran dari pendapatan APBN untuk 
memenuhi kebutuhan di suatu daerah masing-masing yang bertujuan 
agar terciptanya pelaksanaan desentralisasi. 
DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah terdiri dari dua jenis yaitu: 
1. dana bagi hasil pajak,  
2. dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). 
a. DBH yang berasal dari sumber daya alam yaitu:  
1. kehutanan 
2. pertambangan umum  
3. perikanan 
4. pertambangan minyak bumi  





B. Studi Penelitian Terdahulu 
Studi Penelitian mengenai tentang Belanja Modal telah banyak 
dilakukan, tetapi hasilnya masih belum konsisten. Berikut adalah uraian 
dari penelitian terdahulu mengenai Belanja Modal : 
Penelitian oleh Susanti & Fahlevi, (2016) yang berjudul Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil 
Terhadap Belanja Modal (Studi  Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan daerah 
(PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan tingkat 
desentralisasi terhadap belanja modal di kabupaten / kota di wilayah Aceh. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji 
asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel 
independen dalam penelitian ini yaitu PAD, DAU, DBH dan sebagai 
variabel dependen yaitu belanja modal. Metode penelitian ini 
menggunakan sensus (mengambil keseluruhan elemen pada populasi). 
Populasi pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota diwilayah aceh pada 
tahun 2011-2014. Hasil dari penelitian ini adalah asil penelitian 
menunjukkan bahwa, bersama-sama pendapatan daerah, dana alokasi 
umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal di 
kabupaten / kota di wilayah Aceh. Pendapatan daerah berpengaruh positif 
terhadap belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh. Dana alokasi 





Wilayah Aceh. Pembagian pendapatan tidak berpengaruh terhadap belanja 
modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh.  
Penelitian oleh (Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, 2013) 
yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada 
Kab/Kota Di SumSel. Penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja 
Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-
2013 yang diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Populasi 
penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari 15 Kabupaten/Kota di 
Sumatera Selatan. Untuk menganalisis data menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda dan bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Luas 
Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja 
Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara negatif 
dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus 
tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja 
Modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 






Penelitian oleh Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) 
yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja 
Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Dana Bagi Hasil serta Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan masukan dan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan 
akuntansi sektor publik dan juga sebagai bahan pertimbangan Pemkot 
Surakarta dalam mengalokasikan belanja modal. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, 
regresi linear berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi 
dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan 
Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 – 2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan populasi 
penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa belanja pegawai 
berpengaruh negatif terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan 
Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan 
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap 
belanja modal. 
Penelitian oleh Adyatma & Oktaviani, (2015) yang berjudul 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 





dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan 
secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2011-2013 dengan di moderasi variabel Pertumbuhan 
Ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2011-2013 
yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
menggunakan analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitian 
ini dapat disimpulkan  bahwa  Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang 
positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, 
berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan 
Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan 
Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak 
memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal. 
Penelitian oleh Novianto & Hanafiah, (2015) yang berjudul 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja 
Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, tahun 





Tingkat Keefektifan Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal di 
kabupaten / kota di Jawa Tengah. Provinsi Kalimantan Barat. Populasi 
yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 14 Kabupaten/kota di 
provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2009 - 2013. Jenis data sekunder 
Metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 17. Hasil 
penelitian ini dari pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi 
Hasil, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Regional tahun sebelumnya 
memiliki pengaruh positif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. 
Sementara, tingkat Kemandirian Keuangan Regional tahun sebelumnya 
tidak mempengaruhi pengeluaran modal. 
Penelitian oleh Syukri & Hinaya, (2019) yang berjudul Pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada 
Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi 
khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten & Kota Provinsi 
Sulawesi Selatan baik secara simultan maupun secara parsial. Jenis data 
pada penelitian ini menggunakan data kualitatif sekunder. penelitian ini 
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo dan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini 





ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi 
khusus berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan, 
pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD yang berpengaruh 
secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan, 
pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah.  
 
Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Hasil 




Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dan 
Dana Bagi Hasil 
Terhadap Belanja 
Modal (Studi Pada 
Kabupaten/Kota Di 
Wilayah Aceh) 









2. Meianto, Edy 








Daerah, Dan Luas 
Wilayah Terhadap 
Belanja Modal 
Pada Kab/Kota Di 
SumSel 
1. DAU tidak 
berpengaruh  terhadap 
BM. 
2. DAK tidak 
berpengaruh terhadap 
BM 
3. PAD dan luas wilayah 
berpengaruh positif 
terhadap BM 
4. Secara simultan 
DAU, DAK dan PAD 
berpengaruh positif 
terhadap BM 











terhadap Belanja Modal. 
Sementara Pendapatan 










Belanja Modal. Dana 
Alokasi Khusus dan 
Dana Bagi Hasil tidak 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal 




Asli Daerah dan 






1. Pendapatan Asli Daerah 
tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal  
2. Dana Alokasi Umum 
memiliki pengaruh yang 
positif terhadap Belanja 
Modal. Arah koefisien 
regresi bertanda positif, 
berarti bahwa 
peningkatan Dana 
Alokasi Umum akan 
meningkatkan Belanja 
Modal 
3. Pertumbuhan Ekonomi 
tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal 
4. Pertumbuhan Ekonomi 
tidak memoderasi 
hubungan Pendapatan 
Asli Daerah dengan 
Belanja Modal 
5. Pertumbuhan Ekonomi 
tidak memoderasi 
hubungan Dana Alokasi 
Umum dengan Belanja 
Modal. 













Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, 
Dana Bagi Hasil dan 
Tingkat Keefektivitas 
Keuangan Daerah Tahun 































(X1), pendapatan asli 
daerah (X2), dana 
alokasi umum (X3) dan 
dana alokasi khusus 
(X4)  berpengaruh 
secara terhadap 
anggaran belanja modal 
(Y).  
Sedangkan, pengujian 
model secara parsial, 
hanya variabel PAD 
(X2) yang berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap anggaran 
belanja modal (Y). 
Sedangkan, 
pertumbuhan ekonomi 
(X1), dana alokasi 
umum (X3) dan dana 




kemajuan daerah (Y). 
 Sumber : Data diolah Penulis 
A. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Penyajian Kerangka pemikiran yang benar dan baik akan 
menjelaskan secara teoritis dengan pertautan antar variabel yang akan 
diteliti dalam suatu penelitian. Jadi secara teoritis perlu untuk dijelaskan 
pengaruh antar variabel independen dan dependen. Apabila dalam 
penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu 
dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan 






sebuah penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma 
penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2017:60). 
Berikut penjelasan mengenai pengaruh antar variabel yang terdapat 
dipenelitian ini: 
a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan 
yang nantinya akan masuk ke kas daerah, yang diperoleh dari pajak 
daerah yang berada di daerah itu sendiri, yang di pungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Semakin besar PAD yang 
diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah 
dalam menjalankaan kebijakan otonomi (Asteria, 2015). Terdapat 
keterkaitan yang sangat erat antara PAD dengan alokasi belanja modal. 
PAD berperan secara signifikan dalam menentukan kemampuan 
daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program 
pembangunan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah 
disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah 
(Sulistyowati, 2011). Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk 
mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja modal yang 
bertujuan untuk menambah asset bagi pemerintah daerah serta 
meningkatkan taraf pelayanan kepada publik. Peningkatan belanja 





pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin 
dari adanya peningkatan pajak daerah. 
 Susanti & Fahlevi, (2016) menjelaskan bahwa pemerintah daerah 
(PEMDA) akan menggunakan PAD yang tinggi itu untuk memberikan 
pelayanan yang layak kepada masyarakat. Jika Keuangan pemerintah 
daerah dilihat atas dasar kemampuan dan kelemahan daerah dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, maka PEMDA harus mempunyai 
sumber pendapatan yang memadai sebagai salah satu wujud 
meningkatkan pembangunan dan belanja modal. 
 
b. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal 
 Pemerintah pusat memberikan dana berupa dana alokasi umum 
kepada Pemerintah daerah yang kemudian dialokasikan sebagai bentuk 
pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Pemberian dana alokasi umum, sangat membantu pemerintah sebagai 
salah satu sumber pendapatan dana transfer dalam rangka memenuhi 
kegiatan penyelenggaraan. Dana alokasi umum, juga diharapkan dapat 
mempengaruhi semua kebutuhan belanja, termasuk belanja modal. 
Belanja modal pada dasarnya bertujuan untuk menambah asset bagi 
pemerintah daerah serta meningkatkan taraf pelayanan kepada publik 
(Abdullah & Rona, 2014). 
 Penelitian yang dilakukan oleh Meianto, Edy & Wenny dan 





mengalami perubahan menjadi lebih baik, bahkan sebaliknya daerah 
menjadi ketergantungan dengan adanya transfer pemerintah pusat yang 
semakin besar. Hal ini menunjukan bahwa perilaku belanja daerah 
khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan 
DAU. Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) menjelaskan 
bahwa DAU adalah sebagai sarana vertical balance (keseimbangan 
antara pemerintah pusat dengan daerah) dan sarana horizontal balance 
(keseimbangan antara tiap-tiap pemerintah daerah). Tujuan dari 
terbentuknya sarana tersebut agar DAU mampu membuktikan tingkat 
kemandirian suatu daerahnya. Jika semakin banyak DAU yang di 
terima suatu daerah dari pusat berarti daerah itu masih belum mandiri 
karena masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam 
memenuhi belanja modal. 
 
c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal 
 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang di alokasikan 
untuk daerah yang bersumber dari APBN, dengan tujuan untuk 
membiayai disetiap kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan prioritas nasional. DAK digunakan oleh Pemerintah untuk 
membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung 
oleh Pemerintah daerah (Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, 
2013). Dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi 





prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang 
(Sulistyowati, 2011). Dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi 
khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Syukri & Hinaya, (2019) bahwa 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana 
dari pemerintah pusat dengan belanja modal pemerintah daerah. 
Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, (2013) menjelaskan bahwa 
DAK merupakan anggaran dana yang bersumber dari APBN, dana 
tersebut berasal dari pemerintah pusat untuk daerah, dengan tujuan 
untuk meringankan beban biaya yang dikeluarkan dalam setiap 
kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK dalam 
urusan kegiatan khusus dikatakan belum dapat dikatakan maksimal 
karena penyerapan kegiatan DAK terserap realisasinya yang masih 
rendah dan lambat. 
 
d. Pengaruh Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal 
DBH merupakan termasuk dana perimbangan yang berasal dari 
pemerintah pusat untuk daerah. jika penerimaan DBH semakin besar 
tentu akan mampu meningkatkan APBD. DBH juga merupakan 
penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana 





dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga 
naik (Cahyaning, 2018). DBH memiliki dua komponen  yaitu DBH 
Pajak dan DBH sumber daya alam, agar mampu tercapainya 
penerimaan DBH yang besar maka pemerintah daerah harus mampu 
mengidentifikasi komponen dari DBH tersebut, manakah yang 
memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk 
ditingkatkan. Selain dari komponen tersebut juga tergantung kepada 
peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian 
daerah penghasil (Susanti & Fahlevi, 2016).  
Penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Fahlevi, (2016) bahwa 
DBH berpengaruh terhadap Belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran 
belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk 
mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber 
daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib 








Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil 
Terhadap Belanja Modal yang dapat membantu pemerintah dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan. Apabila pendapatan tersebut 
besar, maka kontribusi terhadap alokasi belanja modal juga besar. 
Apabila pendapatan tersebut kecil, maka kontribusi terhadap alokasi 
belanja modal juga kecil. Sehingga kerangka pemikiran dalam 


















H1+  Pendapatan Asli Daerah 
(X1) 
Dana Bagi Hasil 
(X4) 
Dana Alokasi Khusus 
(X3) 
Dana Alokasi Umum 









B. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang 
diperkirakan secara logis diantara dua variabel atau bahkan lebih yang 
diungkapkan dengan cara suatu bentuk pernyataan yang dapat diuji. 
Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang 
diterapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian 
(Sekaran, 2011:54). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah 
dijelaskan sebelumnya maka hipotesis yang dapat disimpulkan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. 
H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.  
H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. 








A. Pemilihan Metode 
 Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif sekunder. Data 
kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode yang dilakukan dalam 
suatu analisis penelitian yang datanya menggunakan angka-angka. Metode 
pendekatan kuntitatif pada penelitian ini bertujuan agar mampu meneliti 
populasi atau sampel dari penelitian yang akan di uji (Sugiyono, 2017:2). 
Pada penelitian ini akan mencoba memberikan informasi mengenai 
gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual tentang Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2019. 
 
B. Populasi dan Sampel 
 Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari 35 
Kabupaten/Kota diwilayah Jawa Tengah. Sampel pada penelitian ini 
menggunakan sampel jenuh. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 
dimana semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017:85). Dengan 





diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2015-2019. 
 
Tabel 3.1 
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
No.  Nama Kabupaten/Kota No.  Nama Kabupaten/Kota 
1 Kab. Banjarnegara 19 Kab. Pemalang 
2 Kab. Banyumas 20 Kab.Purbalingga 
3 Kab. Batang 21 Kab. Purworejo 
4 Kab. Blora 22 Kab. Rembang 
5 Kab. Boyolali 23 Kab. Semarang 
6 Kab. Brebes 24 Kab. Sragen 
7 Kab. Cilacap 25 Kab. Sukoharjo 
8 Kab. Demak 26 Kab. Tegal 
9 Kab. Grobogan 27 Kab. Temanggung 
10 Kab. Jepara 28 Kab. Wonogiri 
11 Kab. Karanganyar 29 Kab. Wonosobo 
12 Kab. Kebumen 30 Kota Magelang 
13 Kab. Kendal 31 Kota Pekalongan 
14 Kab. Klaten 32 Kota Salatiga 
15 Kab. Kudus 33 Kota Semarang 
16 Kab. Magelang 34 Kota Surakarta 
17 Kab. Pati 35 Kota Tegal 
18 Kab. Pekalongan   
 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Variabel Terikat (Dependen) 
 Penelitian ini variabel dependennya yaitu belanja modal. 
Belanja modal yaitu anggaran belanja atau pengeluaran biaya yang 





dalam rangka untuk pembangunan daerah agar terciptanya pelayanan 
kepada publik yang baik dalam rangka penambahan asset yang 
mempunyai masa manfaat bisa lebih dari satu tahun akuntansi 
(Sekaran, 2011:64). Belanja modal untuk masing-masing 
Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan APBD.   
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK 02/ 2011 
menjelaskan belanja modal dapat dikategorikan menjadi :  
a. Belanja Modal Tanah  
Belanja ini merupakan belanja modal yang dikeluarkan oleh 
pemerintah guna pembelian nama dan sewa tanah, serta bentuk 
pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Belanja modal ini merupakan belanja yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam rangka pembelian dan peningkatan asset 
dalam bentuk peralatan dan mesin. Belanja ini diharapkan dapat 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi sampai 
peralatan dan mesin sudah tak layak pakai. 
c.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja ini dikeluarkan dan dibiayai oleh pemerintah guna 





manfaat lebih dari satu tahun akuntansi atau sampai gedung 
tersebut tak layak digunakan.  
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 
Belanja modal ini dibiayai oleh Pemerintah dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Belanja ini 
dilakukan guna meningkatkan pembangunan pengelolaan jalan 
irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi 
serta jaringan siap dipakai.  
e. Belanja Modal Fisik Lainnya. 
Belanja modal fisik lainnya merupakan belanja yang dibiayai 
dan dikeluarkan oleh pemerintah selain belanja modal yang 
telah disebutkan. Belanja ini digunakan sebagai upaya dalam 
rangka peningkatan pembangunan maupun perawatan terhadap 
fisik lainnya. Kelompok belanja ini yakni seperti pembelian 
barang kesenian, barang museum, buku serta jurnal ilmiah. 
Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan skala 
rasio. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan: 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + 
Belanja Gedung  dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 







b. Variabel Bebas (Independen) 
Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan 
yaitu : pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus dan dana bagi hasil. Berikut penjabaran variabel 
independennya : 
1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 
Keuntungan yang diperoleh badan usaha milik daerah 
(BUMD), dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 
dalam rangka perwujudan asas desentralisasi. Pengukuran 
variabel PAD ini diukur dengan menggunakan skala rasio. 
Indikator PAD terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan yang sah (UU No. 33 Tahun 2004). 
Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD 
dapat diukur dengan perhitungan: 
PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain 
pendapatan yang sah.  
 
2. Dana Alokasi Umum (X2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan 
Pemerintah pusat mengeluarkan anggaran berupa dana alokasi 





diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat setempat. Pengukuran variabel DAU ini diukur 
dengan menggunakan skala rasio. Pengukuran variabel Dana 
Alokasi Umum antara lain: 
 
                  DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
 
Dimana Celah fiskal itu sendiri merupakan kebutuhan daerah 
yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan melihat 
variabel-variabel sebelumnya itu menjadi bahan acuan untuk 
perhitungan kebutuhan daerah sesuai yang sudah ditetapkan 
Undang-Undang. Perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas 
penerimaan asli daerah dan dana bagi hasil yang diterima 
daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji 
pegawai negeri sipil yang berada di daerah masing-masing. 
 
3. Dana Alokasi Khusus (X3) 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan 
Dana alokasi khusus digunakan oleh pemerintah daerah untuk 
memberikan pelayanan kepada publik seperti pada bidang 
pertanian, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain. 





1. Umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 
daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD 
setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. 
2. Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus 
dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan 
oleh menteri keuangan yang terkait. 
3. Teknis: disusunkan berdasarkan indikator-indikator 
kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK serta 
dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis 
terkait. 
 
4. Dana Bagi Hasil (X4) 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan 
bahwa DAK merupakan anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang dialokasikan kepada daerah sesuai presentasi 
masing-masing daerah. Susanti & Fahlevi, (2016) menjelaskan 
tentang dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi 
hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya 
alam).  
Indikator variabel Dana Bagi Hasil antara lain :  





2. Operasional Variabel 
Definisi operasional merupakan batasan dari sebuah 
pengertian mengenai tentang variabel dependen dan juga variabel 
independen yang didalamnya sudah mengandung indikator dan 
dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 
dengan tabel berikut ini: 
 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
 
No Variabel Pengukuran Skala 
1 Belanja Modal (Y) 
(Peraturan Menteri 
Keuangan No. 
101/PMK 02/ 2011) 
Belanja Modal = Belanja 
Tanah + Belanja Peralatan 
dan Mesin + Belanja 
Gedung dan bangunan + 
Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan + Belanja Modal 
Fisik Lainnya 
Rasio 
2 Pendapatan asli 
Daerah (X1) 
(UU No. 33 Tahun 
2004) 
PAD = Total Pajak 
Daerah + Total 
Retribusi Daerah + 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan + Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 
Rasio 
4 Dana Alokasi Umum 
(X2) 
(UU No 33 tahun 
2004) 









5 Dana Alokasi Khusus 
(X3) 
(PP No 55 tahun 
2005) 
Setiap daerah harus 
memenuhi kriteria umum, 
kriteria khusus dan kriteria 
teknis 
Rasio 
6.  Dana Bagi Hasil (X4)  
Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 
2004 
Terdiri dari dua bagian yaitu 
dana bagi hasil pajak dan 
dana bagi hasil bukan pajak 
Rasio 
Sumber : Data diolah Penulis 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data tersebut yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga menggunakan studi pustaka 
dari berbagai literatur serta sumber-sumber lainya. Penelitian ini 
mengambil Data sekunder dengan melihat data Laporan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tentang 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 











E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  
1. Uji Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah suatu analisa yang 
digunakan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi yang 
membahas mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai 
maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2016:76). Jadi Analisis statistik 
deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk dapat memberikan suatu 
gambaran dan karakteristik mengenai data dari sampel yang telah 
digunakan. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Dalam penelitian ini Uji Asumsi Klasik menggunakan data 
Sekunder, sehingga maka untuk menentukan ketepatan model perlu 
dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model 
linier regresi berganda. Penyimpangan asumsi klasik yang digunakan 
adalah meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 
autokorelasi. Masing-masing pengujian tersebut akan dijabarkan dan 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas adalah suatu pengujian data tentang 
kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal 
berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal tersebut. Uji 





variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau 
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:77). 
Apabila suatu nilai residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik 
yang dilakukan menjadi tidak valid untuk sampel kecil. 
Uji statistik sederhana juga dapat dilakukan dengan cara 
melihat nilai signifikan berdasarkan Kolmogorov-Smirnov (Prihadi, 
2019:20). Uji K-S ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, 
dengan ketentuan jika hasil yang didapat dari Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan nilai signifikan diatas 0,025 maka data residual 
terdistribusi dengan normal. Namun apabila hasil Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,025 maka data 
residual terdistribusi tidak normal. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolonearitas ini bertujuan untuk menguji dan 
mengetahui apakah model regresi ini telah ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas  (Ghozali, 2016:78). Model regresi dapat 
dikatakan baik apabila dalam suatu hasil tidak ada masalah 
multikolinearitas atau seharusnya tidak terjadi regresi diantara variabel 
independen (Darwis, 2015). Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi, maka dapat dilakukan 
dengan caramelihatTolerance Value dan Variance Inflation Factor 





Variance Inflation Factor> 10, maka terjadi multikolinieritas. Tidak 
terjadi multikolinieritas apabila tolerance value > 0,10 atau sama 
dengan nilai VIF < 10.  
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk menguji apakah 
dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2016:80). Jika 
suatu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 
tetap, maka disebut Homoskedastisitas, namun sebaliknya, jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi dapat 
dikatakan baik apabila terjadi homoskedastisitas atau mensyaratkan 
tidak adanya masalah pada suatu heteroskedastisitas. Uji tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot yaitu dengan 
melihat pola-pola tertentu pada grafik. Dasar pengambilan 
keputusannya adalah sebagai berikut : 
1. Terjadi heteroskedastisitas apabila dalam suatu grafik terdapat pola 
tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada sehingga 
membentuk pola yang teratur (bisa bergelombang, melebar dan 
kemudian menyempit). 
2. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila dalam suatu grafik tidak 
terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan 





d. Uji Autokorelasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
time series, sehingga dalam melakukan pengujian menggunakan uji 
autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah 
dalam sebuah model regresi linear ada korelasi ataupun hubungan 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Asteria, 2015). Untuk 
mengetahui ataupun mendeteksi ada tidaknya problem autokorelasi 
pada model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-
Watson (DW test) yang menerapkan titik kritis yaitu batas bawah (dl) 
dan batas atas (du). Kriteria pengujian yang dilakukan dengan 








Pengambilan keputusan autokorelasi 
Jika Keputusan 
0 < d < dl Tidak ada Autokorelasi Positif 
dl <d<du Tidak ada Autokorelasi Positif 
du<d<4 – du 
Tidak ada Autokorelasi Positif atau 
Negatif 
4 - du<d<4-d1 Tidak ada Autokorelasi Negatif 
4-d1<d< 4 Tidak ada Autokorelasi Negatif 









d  : Nilai DW Hasil Perhitungan 
du : Batas Atas 
d1 : Batas Bawah 
 
3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear 
berganda (Multiple Linear Regression) yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 
dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. 
Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan 
sebagai berikut: 
Y= α + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3+ b4 X4 + e 
Dimana : 
Y    : Belanja Modal 
α    : Konstanta 
b : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 
X1 : Pendapatan Pajak Daerah 
X2 : Dana Alokasi Umum 
X3 : Dana Alokasi Khusus 
X4 : Dana Bagi Hasil 






4. Uji Hipotesis 
a. Uji Signifikansi Simultan (uji f) 
Uji statistik ini digunakan dalam penelitian untuk 
mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan 
dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen (Prihadi, 2019:23). Uji yang diambil jika F hitung 
signifikan atau lebih besar dari F tabel (F hitung > F tabel) berarti 
variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya 
jika harga F hitung tidak signifikan dan lebih kecil dari F tabel (F 
hitung < F tabel) berarti variabel independen yang dimasukkan dalam 
model regresi tidak mempunyai pengaruh secara bersama terhadap 
variabel dependen. 
 
b. Uji Signifikansi Parsial (uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata 
nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk 
mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan signifikan 








c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefesien determinasi (Adjusted R
2
) adalah koefesien yang 
menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen dapat 
dijelaskan variabel dependen. Koefesien ini digunakan untuk 
mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen dimana semakin besar koefesien 
determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen. Nilai koefesien determinasi berkisar 
antara 0 dan 1. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai 
R
2
 pasti akan meningkat meskipun variabel independen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu 
banyak peneliti yang menganjurkan untuk mengunakan nilai Adjusted 
R
2
 untuk mengevaluasi model regresi terbaik jika variabel independen 
lebih dari dua (Ghozali, 2016). 
 
F. Metode Analisis Data 
 Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
data sekunder yang kemudian dari data tersebut diolah menggunakan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya terkadang 
juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah 
dikenal sebagai “Jantung” budaya jawa. Provinsi ini juga memiliki suku 
bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku jawa. 
Provinsi Jawa Tengah terdapat etnis warga Tionghoa, Arab, India serta 
yang lainnya yang tersebar diseluruh ini. 
Pada tahun 1945, Pemerintah membentuk Swapraja Kasunanan dan 
Mangkunegaran dan dijadikan Karisidenan. Pada tahun 1950, melalui 
Undang-Undang ditetapkan pembentukan Kabupaten dan Kotamadya di 
Jawa Tengah meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan undang-
undang tersebut, kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, 
yakni pada tanggal 15 Agustus 1950. 
Jawa Tengah sebagai provinsi yang dibentuk sejak zaman Hindia 
Belanda. Provinsi Jawa Tengah, sampai tahun 1905, terdiri atas 5 wilayah 
(gewesten) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas dan Pekalongan. 
Surakarta saat itu masih daerah swapraja kerajaan yang berdiri sendiri dan 
terdiri dari dua wilayah, Kasunan Surakarta dan Mangkunegaran sebagai 
Yogyakarta. Setelah diberlakukannya Desentralisatie Besluit tahun 1905, 





kotapraja yang otonom yaitu Pekalongan,Tegal, Semarang, Salatiga dan 
Magelang. 
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 
terletak di tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah 
terletak antara 5
040’ dan 8030’LS dan antara 108030’ dan 111030’ BT 
(termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi 
Jawa Barat disebelah barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta disebelah selatan, Jawa Timur disebelah timur, serta laut jawa 









       Peta Jawa Tengah 
Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 32.548 km2 , atau sekitar 
28,94% dari luas pulau jawa (1,70% Luas Indonesia). Provinsi Jawa 
Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan disebelah selatan serta 
kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa. Provinsi Jawa Tengah terbagi 






Daftar Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah 
 
No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota No Nama Kab/Kota 
1 Kab.Banjarnegara 13 Kab. Kendal 25 Kab. Sukoharjo 
2 Kab. Banyumas 14 Kab. Klaten 26 Kab. Tegal 
3 Kab. Batang 15 Kab. Kudus 27 Kab.Temanggung 
4 Kab. Blora 16 Kab. Magelang 28 Kab. Wonogiri 
5 Kab. Boyolali 17 Kab. Pati 29 Kab. Wonosobo 
6 Kab. Brebes 18 Kab.Pekalongan 30 Kota Magelang 
7 Kab. Cilacap 19 Kab. Pemalang 31 Kota Pekalongan 
8 Kab. Demak 20 Kab.Purbalingga 32 Kota Salatiga 
9 Kab. Grobogan 21 Kab. Purworejo 33 Kota Semarang 
10 Kab. Jepara 22 Kab. Rembang 34 Kota Surakarta 
11 Kab.Karanganyar 23 Kab. Semarang 35 Kota Tegal 
12 Kab. Kebumen 24 Kab. Sragen 
Sumber : Data yang diolah penulis 
B. Hasil Penelitian 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif statistik masing-masing variabel, baik 
variabel Independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi 
Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4) 
maupun variabel Dependen yaitu Belanja Modal (Y) pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 dapat dijelaskan 











Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Tahun 2015 - 2019   
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Descriptive Statistics 




Belanja Modal 175 97723 1611808 356754 197242 38904721236825000 
Pendapatan Asli 
Daerah 
175 105918 2159409 303858 241018 58089831484775300 
Dana Alokasi 
Umum 
175 400176 1525152 963259 252132 63570625686529800 
Dana Alokasi 
Khusus 
175 0 518848 236730 146315 21408221155038600 
Dana Bagi Hasil 175 0 585707 64933 62046 384977281535094 
Valid N (listwise) 175           
Berdasarkan tabel diatas menjelaskan deskripsi statistik singkat 
masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 
a. Pendapatan asli daerah dengan jumlah data 175, memiliki nilai 
minimum sebesar Rp 105.918 pada kota Salatiga tahun 2015. Untuk 
nilai maksimum sebesar Rp 2.159.409 pada kota Semarang tahun 
2019. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2015-2019 adalah 
sebesar Rp  303.858. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar Rp 
241.018 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar standar 
deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula keragaman sampel 
serta variansi yang didapat Rp 58.089.831.484.775.300 yang berarti 
semakin besar jumlah nilai variansi yang didapat, maka semakin 
tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lainnya. Dengan 





akan memberikan informasi yang lebih akurat. Demikian juga 
dengan standar deviasi, yang besarnya merupakan akar kuadrat dari 
variansi. 
b. Dana alokasi umum dengan jumlah data 175, memiliki nilai 
minimum sebesar Rp 400.176 pada kota Salatiga tahun 2015. Untuk 
nilai maksimum sebesar Rp 1.525.152 pada kabupaten Banyumas 
tahun 2017. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2015-2019 adalah 
sebesar Rp 963.259. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar Rp 
252.132 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar standar 
deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula keragaman sampel 
serta variansi yang didapat Rp 63.570.625.686.529.800 yang berarti 
semakin besar jumlah nilai variansi yang didapat, maka semakin 
tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lainnya. Dengan 
menyertakan nilai varian pada rata-rata perhitungan pervariabel  
akan memberikan informasi yang lebih akurat. Demikian juga 
dengan standar deviasi, yang besarnya merupakan akar kuadrat dari 
variansi. 
c. Dana alokasi khusus dengan jumlah data 175, memiliki nilai 
minimum sebesar Rp 0 terjadi pada kabupaten Kudus tahun 2016, 
2018, 2019, pada kabupaten Pemalang tahun 2016 dan pada 
kabupaten Purworejo tahun 2018. Untuk nilai maksimum sebesar Rp 
518.848 pada kabupaten Banyumas tahun 2019. Rata-rata yang 





Standar deviasi yang didapat adalah sebesar Rp 146.315 hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin besar standar deviasi yang 
dihasilkan maka semakin besar pula keragaman sampel serta variansi 
yang didapat Rp 21.408.221.155.038.600 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai variansi yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi 
data antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai 
varian pada rata-rata perhitungan pervariabel akan memberikan 
informasi yang lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, 
yang besarnya merupakan akar kuadrat dari variansi. 
d. Dana bagi hasil dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum 
sebesar Rp 0 pada kabupaten Rembang tahun 2017. Untuk nilai 
maksimum sebesar Rp 585.707 pada kota Semarang tahun 2018. 
Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 
64.933. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar Rp 62.046 hal 
ini mengindikasikan bahwa semakin besar standar deviasi yang 
dihasilkan maka semakin besar pula keragaman sampel serta variansi 
yang didapat Rp 3.849.772.815.350.94 yang berarti semakin besar 
jumlah nilai variansi yang didapat, maka semakin tinggi fluktuasi 
data antara satu data dengan yang lainnya. Dengan menyertakan nilai 
varian pada rata-rata perhitungan pervariabel akan memberikan 
informasi yang lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi, 





e. Belanja Modal dengan jumlah data 175, memiliki nilai minimum 
sebesar Rp 97.723 pada kabupaten Pemalang tahun 2016. Untuk 
nilai maksimum sebesar Rp 1.611.808 terjadi pada kota Semarang 
tahun 2018. Rata-rata yang dimiliki selama tahun 2015-2019 adalah 
sebesar Rp 356.754. Standar deviasi yang didapat adalah sebesar Rp 
197.242 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar standar 
deviasi yang dihasilkan maka semakin besar pula keragaman sampel 
serta variansi yang didapat Rp 38.904.721.236.825.000 yang berarti 
semakin besar jumlah nilai variansi yang didapat, maka semakin 
tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lainnya. Dengan 
menyertakan nilai varian pada rata-rata perhitungan pervariabel  
akan memberikan informasi yang lebih akurat. Demikian juga 
dengan standar deviasi, yang besarnya merupakan akar kuadrat dari 
variansi. 
 
2. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
a. Analisis Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi antara variabel penganggu atau residual 
mempunyai distribusi normal atau tidak.  Uji yang dipakai 
adalah uji statistik kolmogrof-smirnov. Dasar pengambilan 





residual berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikan ≤ 
0,025 berarti data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 
2016). Berikut hasil uji normalitas berdasarkan One Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test : 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean .0000327 
Std. Deviation 93241727888.41292000 
Most Extreme Differences Absolute .048 
Positive .048 
Negative -.045 
Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 23 
Berdasarkan hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) 0,200 
atau 20%. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,025 atau 2,5% 
(0,200 > 0,025) , maka data residual tersebut terdistribusi 
normal. 
 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk 
menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya 





dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor 
(VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki 
kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila 
memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance 
> 0,10. Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity  Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)     
Pendapatan Asli Daerah .592 1.691 
Dana Alokasi Umum .647 1.545 
Dana Alokasi Khusus .691 1.447 
Dana Bagi Hasil .646 1.549 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 23 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka 
Tolerance dari masing-masing variabel independen memiliki 
angka > 0,10. Pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai 
tolerance 0,592 (0,592 > 0,10) , dana alokasi umum (X2) 
memiliki nilai tolerance 0,647 (0,647 > 0,10) , dana alokasi 
khusus (X3) memiliki nilai tolerance 0,691 (0,691 > 0,10), 





(0,646 > 0,10). Uji multikolinearitas juga dapat dilihat bahwa 
dari semua variabel independen memiliki angka VIF < 10 . 
Pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai VIF 1,691 (1,691 < 
10) , dana alokasi umum (X2) memiliki nilai VIF 1,545 (1,545 
< 10) , dana alokasi khusus (X3) memiliki nilai VIF 1,447 
(1,447 < 10), sementara dana bagi hasil (X4) memiliki nilai VIF 
1,549 (1,549 < 10). Berdasarkan data tersebut, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas atau 
seharusnya tidak terjadi regresi diantara variabel independen. 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji 
apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lainnya (Ghozali,2016). Jika suatu variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas, namun sebaliknya, jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heterokedastisitas yang 
dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 menghasilkan 










Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Model regresi yang baik adalah yang homoskodestisitas 
atau tidak terjadi heteroskedasitas dilakukan dengan 
menggunakan analisis grafik scatter plot antara nilai prediksi 
variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. 
Berdasarkan hasil gambar scatterplot dengan jelas 
menunjukkan bahwa dalam suatu grafik tidak terdapat pola 
yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah 
angka nol pada sumbu y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 







4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 
sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t 
sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas 
autokorelasi. Uji Autokorelasi ini dapat dilihat dengan 
menggunakan tabel Durbin-Watson (D-W). 
Tabel 4.5 




Model K N Dl Du 
Durbin-
Watson 
1 4 175 1.7062 1.7996 1.978 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 23 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, pada nilai 
hitung Durbin Watson sebesar 1,978. Nilai tersebut, akan 
dibandingkan dengan tabel DW, dengan jumlah sampel 
penelitian (n) sebanyak 175, serta jumlah variabel independen 
(k) sebanyak 4. Dari tabel DW, dapat diketahui bahwa dl = 
1.7062 dan du = 1.7996. Maka dapat disimpulkan berdasarkan 
pengambilan keputusan autokorelasi bahwa du < d  < 4-du 







b. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk 
menyatakan hubungan variabel bebas (X) secara bersama-sama 
dengan variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui 
pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi 
Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) 
terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah tahun 2015 - 2019. Hasil analisis regresi linear 
berganda dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
                                                                    Coefficients
a











B Std. Error Beta T sig. 
1 (Constant) -7125532235092 28682031693748   -.248 .804 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.532 .039 .650 13.795 .000 
Dana Alokasi 
Umum 
.144 .035 .184 4.087 .000 
Dana Alokasi 
Khusus 
.118 .059 .088 2.006 .046 
Dana Bagi 
Hasil 
.546 .143 .172 3.803 .000 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 






Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut : 
Y = -7.125.532.235,092 + 0,532 X1 + 0,144 X2 + 0,118 X3 + 0,546 X4 +   
Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai : 
1. Nilai konstantan (a) adalah sebesar Rp -7.125.532.235,092, 
artinya jika semua variabel independen dianggap konstan atau 
nol (0), maka didapatkan rata-rata belanja modal sebesar Rp -
7.125.532.235,092. 
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (b1) 
bernilai positif yaitu 0,532, yang memiliki arti bahwa 
pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu 
Rupiah (Rp) proporsi pendapatan Asli daerah akan 
mengakibatkan kenaikan proporsi belanja modal sebesar Rp 
0,532. 
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (b2) 
bernilai Positif yaitu 0,144, yang memiliki arti bahwa dana 
alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) 
proporsi dana alokasi umum akan mengakibatkan kenaikan 
proporsi belanja modal sebesar Rp 0,144. 
4. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (b3) 





alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) 
proporsi dana alokasi khusus akan mengakibatkan kenaikan 
proporsi belanja modal sebesar Rp 0,118. 
5. Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (b4) bernilai 
positif yaitu 0,546, yang memiliki arti bahwa dana alokasi 
khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) proporsi 
dana bagi hasil akan mengakibatkan kenaikan proporsi belanja 
modal sebesar Rp 0,546. 
 
c. Uji Hipotesis 
1. Uji Signifikansi Simultan (uji f) 
Berdasarkan uji signifikansi regresi linier berganda yang 
dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 menghasilkan 



































174    
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 23 
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 
fhitung sebesar 147,683, sedangkan untuk mencari ftabel = f(0,025 ; n-
m-1) dimana: 
m = jumlah variabel independen = 4 
n  = jumlah sampel = 175 , α = 0,025  
dk = jumlah sampel - jumlah variabel independen - 1 
Sehingga didapat ftabel = 1,36 
fhitung = 147,683  > ftabel = 1,36 serta nilai sig = 0,000 < 0,025 
Kesimpulannya adalah bahwa terdapat pengaruh secara 
simultan (bersama-sama) antara pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 
terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 






2. Uji Signifikansi Parsial (uji t) 
Uji Parsial t merupakan uji hipotesis untuk mengetahui 
seberapa jauh pengaruh satu variabel 
bebas/penjelas/independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan 
keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai 
kritis sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 
0,025 (2,5%). 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Signifikansi Parsial 
                                                                    Coefficients
a











B Std. Error Beta T sig. 
1 (Constant) -7125532235092 28682031693748   -.248 .804 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.532 .039 .650 13.795 .000 
Dana Alokasi 
Umum 
.144 .035 .184 4.087 .000 
Dana Alokasi 
Khusus 
.118 .059 .088 2.006 .046 
Dana Bagi 
Hasil 
.546 .143 .172 3.803 .000 
b. Dependent Variable: Belanja Modal 








Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita pahami bahwa : 
ttabel = t(α/2)(n-4) = t(0,025,171) = 1.97393   
a. Variabel Pendapatan Asli Daerah 
t1 hitung = 13,795 , t tabel = 1.97393   
t1hitung > ttabel, nilai Sig = 0,000 < 0,025 
Maka, Ho ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh 
secara parsial antara variabel pendapatan asli daerah terhadap 
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah Tahun 2015 - 2019. 
b. Variabel Dana Alokasi Umum 
t2 hitung = 4,087, t tabel = 1.97393   
t2hitung  >ttabel, nilai Sig =  0,000 < 0,025 
Maka, Ho ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh 
secara parsial antara variabel dana alokasi umum terhadap 
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah Tahun 2015 - 2019. 
c. Variabel Dana Alokasi Khusus 
t3 hitung = 2,006, t tabel = 1.97393   
t3hitung < ttabel, nilai Sig = 0,046 > 0,025 
Maka, Ho diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat 
pengaruh secara parsial antara variabel dana alokasi khusus 
terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 





d. Variabel Dana Bagi Hasil 
t4 hitung =3,803, t tabel = 1.97393   
t4hitung >ttabel, nilai Sig = 0,000 < 0,025 
Maka, Ho ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh 
secara parsial antara variabel dana bagi hasil terhadap belanja 
modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
Tahun 2015 - 2019. 
 
3. Koefisien Determinasi 
Berdasarkan analisis koefisien determinasi yang dilakukan 
dengan menggunakan SPSS versi 23 menghasilkan output 
sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Koefisien Determinasi 
                                            Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .777 .771 94332311494.223 
Sumber : data sekunder yang telah diolah menggunakan SPSS 23 
Dari hasil perhitungan pada tabel, dapat diketahui nilai 
Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,771. Nilai tersebut 
mengandung arti bahwa total variasi Belanja Modal yang 
disebabkan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 





adalah 77,1% dan sisanya 22,9% berasal dari factor lain yang 
tidak dapat dijelaskan. 
 
C. Pembahasan 
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja 
Modal  
Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan t1 hitung = 
13,795 , t tabel = 1.97393  dimana t1hitung > ttabel, nilai Sig = 0,000 < 
0,025, kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara 
variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti 
& Fahlevi, 2016) , (Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, 2016) 
dan (Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, 2013) yang 
menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 
terhadap belanja modal.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu upaya 
pengoptimalan dalam rangka menggali kemampuan suatu daerah 
berdasarkan sumber dan potensi yang dimiliki (Susanti & Fahlevi, 
2016). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terbesar adalah 
pendapatan pajak daerah (Hidayah, 2014). Salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada publik adalah dengan cara mengalokasikan dananya untuk 





menjelaskan belanja modal merupakan belanja yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah dalam rangka menambah asset atau meningkatkan 
kesejahteraan dan pelayanan kepada publik serta dapat memiliki 
manfaat lebih dari satu tahun.  (Susanti & Fahlevi, 2016) berpendapat 
bahwa semakin besar jumlah pendapatan Asli daerah yang didapat 
maka alokasi belanja modal juga akan meningkat.  
Otonomi daerah memberikan kebebasan serta kewenangan 
kepada Pemerintah daerah agar dapat menggali dan memaksimalkan 
potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki (Karianga, 2017:50). 
Pemerintah daerah dalam hal mempertanggungjawabkan 
kewajibannya telah semaksimal mungkin mengoptimalkan pendapatan 
asli daerah. Salah satu jenis pendapatan asli daerah yang berhasil 
diberikan oleh pemerintah yang jumlahnya terbesar diantara jenis 
lainnya adalah pajak daerah, pemerintah sudah berupaya 
memaksimalkan pajak daerah yang dimiliki dari berbagai sektor di 
daerahnya (Novianto & Hanafiah, 2015). Tugas selanjutnya yang 
dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah 
mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal ini direalisasikan dalam bentuk belanja modal. 
Dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau tinggi jumlah 
pendapatan Asli daerah maka semakin besar pula jumlah alokasi 
kebutuhan belanja modal yang diberikan oleh Pemerintah daerah 





2. Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja 
Modal  
Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan t2 hitung = 
4,087, t tabel = 1.97393 dimana t2hitung  >ttabel, nilai Sig =  0,000 < 
0,025 kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara 
variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Fahlevi, 
2016) dan (Syukri & Hinaya, 2019) yang menghasilkan penelitian 
bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. 
Dana alokasi umum  merupakan salah satu bentuk dana transfer 
yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang 
tujuannya adalah sebagai upaya pemerataan serta keadilan dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi (Rachim, 2015:19). Pemberian dana 
alokasi umum ini diharapkan dapat membantu segala kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam membangun sarana dan 
prasarana serta mengoptimalkan pelayanan kepada publik yang 
diharapkan dapat terealisasi dalam kebutuhan belanja modal. 
Pemberian dana transfer dari Pemerintah pusat juga mengindikasikan 
tingkat kemandirian suatu daerah (Novianto & Hanafiah, 2015). 
Semakin besar jumlah dana transfer yang didapat oleh suatu daerah, 





mengoptimalkan pendapatan daerahnya karena masih bergantung 
terhadap pemberian dana transfer.  
Diberlakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah 
dapat diberi kewenangan serta kebebasan dalam melaksanakan 
tanggungjawab yakni dengan cara memaksimalkan potensi 
pendapatan asli daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada 
masyarakat sekitar (Yossi Mamonto & Kalangi, D. Tolosang, 2013). 
Pemerintah daerah telah bertanggungjawab dalam upaya 
meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah serta pelayanan 
kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya 
pendapatan asli daerah yang dimiliki. Semakin besar jumlah 
pendapatan asli daerah yang didapat, maka Pemerintah telah berhasil 
mengoptimalkan sumber dan potensi yang ada di daerah sesuai 
dengan tujuan adanya otonomi daerah sehingga pemerintah daerah 
tidak bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah 
pusat (Karianga, 2017:50). Tugas selanjutnya yang dilakukan oleh 
Pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan alokasi yang lebih 
untuk kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada publik serta membangun saran dan 
prasarana yang dapat direalisasikan dalam Belanja Modal. 
Penelitian ini menyatakan bahwa pemberian dana alokasi umum 
tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan 





Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 
kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlahnya sedikit, 
bahkan terdapat ada yang tidak mendapatkan dana alokasi umum 
sama sekali, yang berarti tingkat kemandirian dalam mengelola 
pendapatan asli daerah sangat tinggi. Selain itu juga, besar kecilnya 
dana alokasi umum yang didapat tidak digunakan untuk alokasi 
belanja modal melainkan untuk alokasi belanja daerah lainnya dalam 
rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Fitri, 
Vella, Rasuli & Silfi, (2014) menjelaskan bahwa hal tersebut cukup 
beralasan, karena dana alokasi umum yang pengalokasiannya 
menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan belum dibagikan secara merata 
dan menyeluruh serta dana alokasi umum yang diterima oleh daerah 
hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya 
sedikit yang digunakan untuk belanja modal. 
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja 
Modal  
Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan t3 hitung = 
2,006, t tabel = 1.97393 dimana t3hitung < ttabel, nilai Sig = 0,046 > 
0,025, kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial 
antara variabel dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, 





dan Cherrya Dhia, (2013) yang mengatakan Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan 
bagi pemerintah daerah karena dana ini berasal dari pemberian 
Pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu kegiatan khusus 
yang dalam hal ini merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional (Rachim, 2015:19). Pemberian dana alokasi khusus 
di tiap-tiap kota dan kabupaten jumlahnya berbeda beda, tergantung 
berdasarkan tingkat kemandirian serta yang menjadi kebutuhan 
khusus dan prioritas nasional.  Semakin besar jumlah dana alokasi 
khusus yang diterima oleh pemerintah daerah, maka daerah tersebut 
belum dikatakan mandiri (Novianto & Hanafiah, 2015). 
Diberlakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah 
dapat diberi kewenangan serta kebebasan dalam melaksanakan 
tanggungjawab yakni dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan 
asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sekitar (Yossi 
Mamonto & Kalangi, D. Tolosang, 2013). Pemberian dana alokasi 
khusus merupakan suatu pendapatan bagi Pemerintah daerah. Tugas 
selanjutnya yang dilakukan Pemerintah adalah menggunakan alokasi 
tersebut agar tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan utama pemberian 





sarana dan prasarana fisik pada daerah dengan keadaan ekonomi yang 
masih dibawah rata-rata nasional. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa dana alokasi khusus tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
dana alokasi khusus yang didapat oleh Pemerintah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlahnya terbilang 
sedikit, bahkan terdapat ada yang tidak mendapatkan Dana Alokasi 
Khusus karena tingkat kemandirian suatu daerah yang dihasilkan 
cukup besar dengan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat. Selain 
itu juga hal tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah 
dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah daerah tidak digunakan 
untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan 
infrastruktur melalui peningkatan alokasi belanja modal (Novianto & 
Hanafiah, 2015). Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama pemberian 
Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah yaitu untuk 
dapat membantu membiayai kegiatan sarana dan prasarana fisik pada 
daerah dengan keadaan ekonomi yang masih dibawah rata-rata 
nasional, sehingga dana alokasi khusus yang didapat oleh Pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak digunakan untuk alokasi 








4. Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal  
Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan t4 hitung =3,803, 
t tabel = 1.97393 dimana t4hitung >ttabel, nilai Sig = 0,000 < 0,025, 
kesimpulannya bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif antara 
variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Fahlevi, 
(2016) dan Wandira, (2013) yang menunjukan bahwa dana bagi hasil 
berpengaruh positif terhadap belanja modal. 
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 
angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi (Susanti & Fahlevi, 2016). Semakin 
besar jumlah dana transfer yang didapat oleh suatu daerah, maka 
daerah tersebut belum dikatakan mandiri dalam mengoptimalkan 
pendapatan daerahnya karena masih bergantung terhadap pemberian 
dana transfer.  
Diberlakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah 
dapat diberi kewenangan serta kebebasan dalam melaksanakan 
tanggungjawab yakni dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan 
asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sekitar (Yossi 





Penelitian ini menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif 
terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 
selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti 
dengan alokasi anggaran belanja modal. Susanti & Fahlevi, (2016) 
menjelaskan Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk 
mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber 
daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019. 
2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap 
Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
tahun 2015 – 2019. 
3. Dana Alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019. 
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 
diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-
faktor lain yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian selanjutnya 
menambah variabel-variabel yang mempengaruhi belanja modal 
seperti: Luas wilayah, dana perimbangan, belanja pegawai, kinerja 





pajak daerah, pendapatan regional perkapita, sisa lebih pembiyaan 
anggaran (SILPA), produk domestic regional bruto (PDRB), belanja 
hibah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. 
2. Berhubung penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang 
ada di Wilayah Jawa Tengah, untuk penelitian selanjtnya diharapkan 
dapat memperluas subjek penelitian. 
3. Penelitian selanjutnya dapat rentang waktu pengamatan lebih dari lima 
tahun minimal pengamatan selama enam tahun sehingga lebih 
menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memberikan hasil 
yang lebih efisien dan efektif. 
4. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan potensi penerimaan 
daerah terutama dalam bentuk PAD sehingga tidak terlalu bergantung 
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 Mean .0000327 
Std. Deviation 93241727888.4
1292000 
Most Extreme Differences Absolute .048 
Positive .048 
Negative -.045 
Test Statistic .048 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 










t B Std. Error Beta 
1 (Constant) -7125532235.092 28682031693.748  -.248 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.532 .039 .650 13.795 
Dana Alokasi 
Umum 
.144 .035 .184 4.087 
Dana Alokasi 
Khusus 
.118 .059 .088 2.006 
Dana Bagi 
Hasil 
.546 .143 .172 3.803 












1 (Constant)   
Pendapatan Asli Daerah .592 
1.691 
Dana Alokasi Umum .647 
1.545 
Dana Alokasi Khusus .691 
1.447 









Model K N Dl Du 
Durbin-
Watson 











Uji regresi linear berganda 
Hasil Uji Signifikansi Parsial 
                                                                    Coefficients
a











B Std. Error Beta T sig. 
1 (Constant) -7125532235092 28682031693748   -.248 .804 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.532 .039 .650 13.795 .000 
Dana Alokasi 
Umum 
.144 .035 .184 4.087 .000 
Dana Alokasi 
Khusus 
.118 .059 .088 2.006 .046 
Dana Bagi 
Hasil 
.546 .143 .172 3.803 .000 



























174    
 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, 







Hasil Uji Signifikansi Parsial 
                                                                    Coefficients
a











B Std. Error Beta T sig. 
1 (Constant) -7125532235092 28682031693748   -.248 .804 
Pendapatan 
Asli Daerah 
.532 .039 .650 13.795 .000 
Dana Alokasi 
Umum 
.144 .035 .184 4.087 .000 
Dana Alokasi 
Khusus 
.118 .059 .088 2.006 .046 
Dana Bagi 
Hasil 
.546 .143 .172 3.803 .000 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 









a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, 
Pendapatan Asli Daerah 









DESKRIPTIF STATISTIK  
Descriptive Statistics 




Belanja Modal 175 97723 1611808 356754 197242 38904721236825000 
Pendapatan Asli 
Daerah 
175 105918 2159409 303858 241018 58089831484775300 
Dana Alokasi 
Umum 
175 400176 1525152 963259 252132 63570625686529800 
Dana Alokasi 
Khusus 
175 0 518848 236730 146315 21408221155038600 
Dana Bagi Hasil 175 0 585707 64933 62046 384977281535094 
Valid N (listwise) 175           
 
 
